
 

 

 

 

 

WALIKOTA PALU 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA PALU 
NOMOR 15  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 
WALI KOTA PALU, 

 
 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  112 ayat (3)   
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; 
                      

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 

 
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679); 
 

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Palu Nomor 
1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); 
 

SALINAN 



 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :   TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
KETETAPAN PAJAK DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal   1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini  yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Palu. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 
 

4. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009. 

 

5. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan 

yang diterbitkan oleh Wali Kota yang berisi mengenai: 
a. pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau 
b. penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 
 
6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan 

yang diterbitkan oleh Wali Kota yang berisi mengenai:  
a. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau  
b. penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 
 
7. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang 

diterbitkan oleh Wali Kota yang berisi mengenai:  
a. pengurangan atas jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan/atau 

sanksi yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan 
pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau  

b. penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 

8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang 
diterbitkan oleh Wali Kota yang berisi mengenai:  
a. pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau  

b. penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 

 
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 



 

 

kemakmuran rakyat. 

 
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel 

 
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

 
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

 
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 

 

14. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain 

 
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
 

16. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor 

 
17. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air 

tanah. 

 
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 
 

19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Palu.  

 
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Perundang - undangan   Perpajakan   Daerah   diwajibkan   untuk   
melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau 

pemotong pajak tertentu. 
 

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak 

berakhir. 
 

22. Surat Ketepatan Pajak daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

 
 

Pasal 2 

 
Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak  dengan jenis sebagai berikut tidak 

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan: 
 

- Pajak Hotel 
- Pajak Restoran; 
- Pajak Hiburan; 

- Pajak Reklame; 
- Penerangan Jalan; 



 

 

- Pajak Parkir; 

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
- Pajak Air Tanah 

- Pajak Sarang Burung Walet 
 

 
BAB II 

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN 
BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 3 

 
Wali Kota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat: 
 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

 
b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 

 

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau 
 

d. membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang 
dilaksanakan tanpa: 

1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat 
pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau 

2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi 

dengan wajib pajak. 
 

 
Bagian Kesatu 

Penyampaian Permohonan Wajib Pajak 
 

Pasal 4 

 
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 

dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 

yang dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. dengan cara lain. 
 

(2) Penyampaian surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang 

mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat. 
 

(3) Penyampaian surat permohonan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat; atau 
b. e-Filing. 

 



 

 

(4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan 
jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak 

ke Direktorat Jenderal Pajak. 
 

(5) Penyampaian surat permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas 
yang ditunjuk di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 

dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 
 

(6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. 

 
(7) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman 

surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan 

Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan 
tanda bukti penerimaan surat permohonan. 

 
(8) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan 
diterima.  

 

 
Bagian Kedua 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 
 

Pasal  5 
 
Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 
 

a. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali 
sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

yang diterbitkan; 
b. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait 

dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang 

tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan; atau 
c. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat 

Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b. 
 

 
Pasal  6 

 

(1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyampaikan surat 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Wali 

Kota. 
 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 

tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: 

a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Wali Kota telah 

menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; 
c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 



 

 

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; 
e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 

yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 
pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d; 

g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi dicabut 
oleh Wajib Pajak; atau 

h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi 

permohonan tersebut ditolak. 
 

(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 
tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang terkait 

dengan Surat Tagihan Pajak tersebut: 
a. tidak diajukan keberatan; 

b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Wali Kota telah 
menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; 

c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 
d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; 

e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib 

Pajak; 
f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 

pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d; 
g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi dicabut 

oleh Wajib Pajak; atau 
h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi 
permohonan tersebut ditolak. 

 
(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam 

Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b juga harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c; atau 
b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak. 
 

(5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 
tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c hanya dapat diajukan dalam hal: 
a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c; atau 
b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak. 

 
(6) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 



 

 

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat 

Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan 
Pajak, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 

(satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan 
Pajak; 

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan 

disertai alasan; 

d. permohonan harus disampaikan ke SKPD yang membidangi Pajak Daerah 
tempat Wajib Pajak terdaftar; dan 

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan 

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. 
 

(7) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) 
kali. 

 
(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
penetapan Keputusan Wali Kota atas permohonan yang pertama dikirim, 

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak. 

 
(9) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap diajukan terhadap surat ketetapan 
pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota. 

 
(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) 

berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi yang kedua. 

 
 

Pasal  7 

 
(1) Wali Kota menguji permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) sampai dengan ayat (6), untuk permohonan yang pertama; atau 

b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 6 ayat (8), untuk permohonan yang 
kedua. 

 
(2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan 
tersebut ditindaklanjuti. 
 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota 

mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi 
mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi. 
 



 

 

(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan 
permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 

paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7); 
atau 

b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (8) belum terlampaui. 

 
(5) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam : 

a. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; 
atau 

b. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 6 ayat (8), untuk 

permohonan yang kedua, 
 

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 

 
Pasal  8 

 

(1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Wali 

Kota menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 

 
(2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta 

dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian 
surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi. 

 
(3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
 

(4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali 
Kota dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 

menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 

sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan. 
 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang ada atau yang diterima. 

 
(6) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 

permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), harus 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi.  

 
(7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan 

berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan 
Wajib Pajak. 



 

 

 

(8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
telah lewat tetapi Wali Kota tidak menetapkan keputusan Walikota atau tidak 

mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), permohonan 

tersebut dianggap dikabulkan dan Wali Kota  harus menerbitkan surat 
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  

 
 

Pasal  9 

 
(1) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terkait dengan sanksi 
administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan sanksi 

administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, 
berlaku ketentuan sebagai berikut:  
a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 

apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh 
Wajib Pajak; dan  

b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 
apabila jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan Surat 

Pemberitahuan yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah 
dilunasi oleh Wajib Pajak. 

 

(2) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi 
sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. 

 
 

Pasal  10 

 
(1) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terkait dengan sanksi 
administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan sanksi 

administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 

apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh 
Wajib Pajak; dan  

b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 
apabila jumlah pajak yang terutang atau kekurangan pembayaran pajak 

yang terutang yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah 
dilunasi oleh Wajib Pajak.  

 

(2) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi 
sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. 

 
 

Pasal  11 

 
(1) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terkait dengan sanksi 
administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan sanksi 

administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, 
perhitungan waktu sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak tersebut 



 

 

dapat berasal dari perhitungan waktu yang tercantum dalam 1 (satu) atau 

beberapa Surat Tagihan Pajak untuk dasar penagihan pajak yang sama.  
 

(2) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 
apabila  sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi 

oleh Wajib Pajak; dan 
b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan 

apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan 

pajak yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak telah dilunasi 
oleh Wajib Pajak. 

 
(3) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi 
sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.  

 
(4) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak 
yang diajukan permohonan. 

 
 

Pasal 12  

 
(1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat 
(1), atau Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan. 
 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 

(dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
apabila: 

a. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib 
Pajak; 

b. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi 
administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat 
Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan 

c. memenuhi kriteria yang dapat berupa: 
1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang 

disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; 
2) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, 

kebakaran, huru-hara/ kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa 
lainnya; atau 

3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi 

kelangsungan usahanya. 
 

 
Bagian Ketiga 

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 
 

Pasal 13 

 
(1) Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah 
surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar yang diterbitkan.  
 



 

 

(2) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat 
ketetapan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar.  

 
(3) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat 
ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. 

 
(4) Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis 

pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut: 
a. dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan 

b. Wali Kota tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut. 

 
 

Pasal 14 

 
(1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan 
surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang 

tidak benar kepada Wali Kota. 
 

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 

benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal 
atas surat ketetapan pajak tersebut: 

a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib 
Pajak; 

e. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 
pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d; 

f. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, tetapi dicabut oleh 
Wajib Pajak; atau 

g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, tetapi permohonan 

tersebut ditolak. 
 

(3) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal 
surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib 

Pajak. 
 

(4) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; 
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib 
Pajak dengan disertai alasan; 

d. permohonan harus disampaikan ke SKPD tempat Wajib Pajak terdaftar; dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.  



 

 

 

(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak 

paling banyak 2 (dua) kali. 
 

(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut 

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
Keputusan Wali Kota atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak. 
 

(7) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan 

terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan Keputusan Wali Kota. 
 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku 

juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar yang kedua. 

 
 

Pasal 15 
 
(1) Wali Kota menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau 

b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua. 
 

(2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), permohonan tersebut ditindaklanjuti. 
 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Wali Kota  mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan 

surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. 

 
(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 

yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan 
permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 

paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5); 
atau 

b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (6) belum terlampaui. 

 
(5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 

yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam: 

a. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan yang pertama; atau 
b. Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua,  



 

 

 

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). 

 
 

Pasal 16 
 

(1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2), Wali Kota menindaklanjuti permohonan tersebut dengan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 
 

(2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali 

Kota dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan 
melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi. 
 

(3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim. 

 
(4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan 

surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Wali Kota  dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 

memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan. 

 
(5) Wali Kota dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi 

serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian 
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 

benar. 
 

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal 
penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dokumen yang dapat dipertimbangkan 

dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada: 

a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau 
penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara 
jabatan; dan 

b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan. 
 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan 

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan buku, 
catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang 

diterima. 
 

(8) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) harus 

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 



 

 

 

(9) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keputusan berupa 
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib 

Pajak. 
 

(10) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
telah lewat tetapi Wali Kota tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak 

mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), permohonan tersebut 
dianggap dikabulkan dan Wali Kota harus menerbitkan surat keputusan 

sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 

 
Bagian Keempat 

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar 
 

Pasal 17  

 
(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
meliputi: 

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat 
ketetapan pajak; dan 

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
 

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat 

Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar. 
 

(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat 
Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. 

 
 

Pasal 18 
 

(1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan 
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 

tidak benar kepada Wali Kota.  
 

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait 
dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:  

a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Wali Kota telah 

menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut; 
c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;  

e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 

yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak;  

f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 
pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d; 



 

 

g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi dicabut 
oleh Wajib Pajak; atau 

h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tetapi 

permohonan tersebut ditolak. 
 

(3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a juga 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a; atau 

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan 
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak. 

 
(4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal: 
a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a; atau 

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, tetapi dicabut Wajib Pajak. 

 
(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak; 
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam 
Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; 

d. permohonan harus disampaikan ke SKPD tempat Wajib Pajak terdaftar; dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.  
 

(6) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak 

paling banyak 2 (dua) kali. 
 

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

Keputusan Wali Kota  atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.  
 

(8) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap 
Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Wali Kota.  

 
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku 

juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar yang kedua.  

 
 



 

 

Pasal 19 

 
(1) Wali Kota menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 

Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau 

b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua. 

 

(2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), permohonan tersebut ditindaklanjuti. 
 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Wali Kota mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan 

surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 

 
(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 

yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan 
permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 

paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); 
atau 

b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (7) belum terlampaui. 

 
(5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 

yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam: 

a. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; 
atau 

b. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7), untuk 

permohonan yang kedua,  
 

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

 
 

Pasal 20 

 
(1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 

yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2), Wali Kota menindaklanjuti permohonan tersebut dengan 

meneliti permohonan Wajib Pajak. 
 

(2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 

Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota  
dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui 

penyampaian surat permintaan. 
 

(3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim. 



 

 

 

(4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Wali Kota dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 

memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan. 

 
(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, 

data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima. 
 

(6) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), harus 
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat 

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
 

(7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa 
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib 

Pajak. 
 

(8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

telah lewat tetapi Wali Kota tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak 
mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), permohonan tersebut 
dianggap dikabulkan dan Wali Kota harus menerbitkan surat keputusan sesuai 

dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 
 

Bagian Kelima 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi 

 
Pasal 21 

 
Surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

d adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa: 
 

a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat 
pemberitahuan hasil verifikasi; atau 

b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi 
dengan Wajib Pajak, 

 

kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-
Undang KUP dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan berdasarkan 

ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP. 
 
 

Pasal 22 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak 
hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dengan menyampaikan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak 
kepada Wali Kota. 



 

 

 

(2) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal 

atas surat ketetapan pajak tersebut: 
a. tidak diajukan keberatan; 

b. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; 

c. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib 
Pajak; 

d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; atau 

e. diajukan permohonan pembatalan permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 

Pasal 3 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak. 
 
(3) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau 

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal 
surat ketetapan pajak tersebut: 

a. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau 
b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak. 

 
(4) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau 

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; 

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
menguraikan tentang tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau tidak 
dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan 
akhir hasil verifikasi; 

c. permohonan harus disampaikan ke Dinas tempat Wajib Pajak terdaftar; dan 
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP. 
 
(5) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau 

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
paling banyak 1 (satu) kali. 

 
 

Pasal 23 
 

(1) Terhadap permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wali Kota  
menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 

sampai dengan ayat (4). 
 

(2) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
permohonan tersebut ditindaklanjuti. 

 
(3) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Wali Kota mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat 

yang berisi mengenai pengembalian permohonan pembatalan surat ketetapan 
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. 



 

 

 

(4) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Wajib Pajak dianggap belum mengajukan 
permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 
 

(5) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 
atau verifikasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat 

mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1). 

 
 

Pasal 24 
 

(1) Terhadap permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

atau verifikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (2), Wali Kota menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti 

permohonan Wajib Pajak. 
 

(2) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 
pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota  
dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan untuk 

membuktikan tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 
atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau tidak dilaksanakannya 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi 
melalui penyampaian surat permintaan. 

 
(3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim. 

 
(4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan surat ketetapan 

pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Wali Kota dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 

menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan. 

 
(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan 
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau diterima. 

 

(6) Apabila pada saat Wali Kota meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan 
bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi Wajib Pajak tidak 
hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil 

verifikasi dianggap telah dilakukan. 
 

(7) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 

permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), harus 
menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 

 
(8) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa 

mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak. 
 



 

 

(9) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

telah lewat tetapi Wali Kota tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak 
mengembalikan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil 

pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), 
permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Wali Kota harus menerbitkan 

surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 

 
Pasal 25 

 

(1) Dalam hal Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak, proses pemeriksaan atau 

verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum 
dilaksanakan, berupa: 

a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat 
pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau 

b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil 

verifikasi. 
 

(2) Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, 
dilanjutkan dengan penerbitan: 
a. surat ketetapan pajak sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau 

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan 
apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17B ayat (1) Undang Undang KUP terlewati. 
 
 

Bagian Keenam 
Pencabutan Permohonan Wajib Pajak 

 
Pasal 26 

 
(1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat 

(1), atau Pasal 22 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Wali Kota sebelum 
diterbitkan surat keputusan terkait permohonan Wajib Pajak. 

 
(2) Pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

dapat mencantumkan alasan pencabutan; 

b. pencabutan harus disampaikan ke Dinas tempat Wajib Pajak terdaftar; dan 
c. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat 

pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan 
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP. 
 
(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak untuk 
mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang 

dicabut. 
 

 
 



 

 

BAB III 

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN SECARA JABATAN 
 

Pasal 27 
 

(1) Wali Kota karena jabatan dapat: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 

denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau 
d. membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi 

yang dilaksanakan tanpa: 
1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat 

pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau 

2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil 
verifikasi dengan Wajib Pajak. 

 
(2) Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Wali Kota. 

 

 
Bagian Kesatu 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 
 

Pasal 28 
 
Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya. 

 
 

Pasal 29 

 
(1) Wali Kota meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28. 
 

(2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Wali Kota dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui 

penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan. 

 
(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota  

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat 

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. 
 

 
 

 
 



 

 

Bagian Kedua 

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 
 

Pasal 30 
 

(1) Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah surat ketetapan 

pajak yang tidak benar dalam penetapannya. 
 

(2) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang 
jumlah pajak terutangnya tidak benar. 

 
(3) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang 
seharusnya tidak diterbitkan. 

 

(4) Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis 

pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut: 
a. dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan 

b. Wali Kota tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut. 

 

 
Pasal 31 

 
Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak 
tersebut: 
a. tidak diajukan keberatan; atau 

b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Wali Kota. 
 

 
Pasal 32 

 
(1) Wali Kota meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan 

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara 
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

 
(2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Wali Kota  dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui 

penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau 

keterangan tambahan. 
 

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota  
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Bagian Ketiga 

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar 
 

Pasal 33 
 

(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah: 

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat 
ketetapan pajak; dan 

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
 

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan 

jumlah sanksi administrasi yang tidak benar. 
 

(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang 
seharusnya tidak diterbitkan. 

 
 

Pasal 34 
 
Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara 

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 
hal: 

a. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah 
diterbitkan: 

1. Surat Keputusan Keberatan; 
2. Putusan Banding; 
3. Putusan Peninjauan Kembali; atau 

4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; 
 

yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan 
pajak berkurang; atau 

 
b. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah 

dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 

 
 

Pasal 35 
 

(1) Wali Kota meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara 

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 
 

(2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wali Kota dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 

keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan. 

 
(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota  

menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 

 
 



 

 

Bagian Keempat 

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi 
 

Pasal 36 
 

Surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah surat 

ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa: 
a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat 

pemberitahuan hasil verifikasi; atau 

b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi 
dengan Wajib Pajak, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang 

diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan berdasarkan 

ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang KUP. 

 
 

Pasal 37 
 

(1) Wali Kota meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pembatalan 
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 
 

(2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wali Kota dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 

keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan. 

 
(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur 

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
 

 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 38 

 

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat 
(1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dibuat dengan menggunakan format 

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

 
(2) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) dibuat dengan 

menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

 
(3) Surat permintaan:  

a. dokumen, data, dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (2);  

b. pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2);  



 

 

c. keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 

16 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (4);  
d. dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2);  
e. pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dibuat dengan 

menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

 
(4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 16 ayat 

(8), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 
35 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3), dibuat dengan menggunakan format sesuai 

contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

BAB V 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal 39 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal 22 Juni 2015 
WALIKOTA   PALU, 

 
   ttd 

 
 RUSDY  MASTURA 

 

 
 

 
Diundangkan di Palu 
pada tanggal 22 Juni 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU 
 

        ttd 
 

AMINUDDIN ATJO 
 
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


